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Menimbang

Mengingat

DDIiIGAN RAITMAT fiJIIAN YATfr DTAHA ESA

BUPATI KONAWT SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
susunan organisasi, Ttrgas dan Fungsi serta Tata Kery'a

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara neluutit
Indonesia Tahun 1945;

2. undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe seratan di provinsi

sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a26T);

3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa38l;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523fl;
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5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor l g Tahun 20 16 tentang
Perangkat Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5gg7);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur perangkat

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 197);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor g

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor g)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daearah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 201g Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabuparen Konawe Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 201g Nomor 1).
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Menetapkan PERATURAIT BUPATI
ORGANISASI, TUGAS
BADAN KEUANGAIT
KONAWI SELATAN.

MEMUTUSI(AN :

TEIITAIIG TEDUDI KAN, SUSUNAIY
DAN FT'NGSI, SERTA TATA KER.'A
DAIY ASET DAERAH KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;

6. Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Konawe Selatan;

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut
UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu;

8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan
Badan Keuangan dan Aset Daerah;

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksalaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;

11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah;
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BAB II
BEIYTUK, NOMEITKLATUR DAN TIPE

PERAITTGKAT DA"ERAII

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang keuangan diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 adalah Badan Keuangan dan Aset
Daerah-

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.

(2) Penentuan tipe Badan Keuangan dan Aset Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berdasarkan hasil
pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang Keuangan.

(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang_
undangan.

KEDUDUT(AN 
"*'sf"ti'lv* oRcAryrsasr

Bagian Kesotu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah;
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(2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
Keuangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan

fungsi :

a. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina,
mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan;

b. menyusun dan melaksanakan kebijakan Keuangan Dan
Aset Daerah;

c. menyusun, merumuskan kebljakan teknis di bidang
Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas pokok
yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan noflna,
standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah

Daerah;

e. membina, melaksanakan keqiasama dan berkoordinasikan
dengan instansi teknis dan organisasi perangkat Daerah

lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;

f. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah

tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang

Keuangan dan Aset Daerah;

g. mengorganisasikan dan menyiapkan bahan penyusunErn

RENSTRA Bidang Keuangan dan Aset Daerah;

h. mengorganisasikan dan menyiapkan bahan penyusunan

RENJA Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
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i. mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIp Badan,
melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui
Sekretaris Daerah ke Bagian Administrasi Organisasi;

j. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan
penyusunan LKPJ Bupati dan LppD setiap akhir tahun ke
Badan Perencanaan pembangunan Daerah;

k. merumuskan kegiatan Sekretariat Badan yang meliputi
urusan umum dan Kepegawaian, Keuangan dan
Penyusunan Program sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

l. merumuskan rencana strategik serta kebijakan operasional
dibidang Keuangan dan Aset Daerah, yang meliputi urusan
Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Aset Daerah;

m. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan
pokok dibidang Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati;

n. membina dan melaksanakan keq'asama dengan instansi
teknis dan organisasi lain yang menyangkut bidang
tanggungjawabnya;

o. melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat Keuangan
Daerah;

p. melaksanakan tugas-tugas sebagai pembantu Barang Milik
Daerah;dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki
kewenangan sebagai berikut :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan
dan aset daerah;

b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan

urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah;
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c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang
keuangan dan aset daerah; dan

d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9
(1) Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Bidang perbendaharaan;

d. Bidang Bidang Akuntansi;
e. Bidang Bidang Ansqaran;

f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
g. Unit Pelaksana Teknis Badan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum
dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagion Kesatu
Kepala Badan

Pasal 10

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan di bidang Keuangan.
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 I , Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan bidangnya;

b. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil ke4'a

bawahan;

c. menyusun rencana kerja sekretariat Badan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

d. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan

skala prioritas dan darra yang tersedia sebagai dasar dalam
pelaksalaan tugas;

e. mengkonsultasikan kegiatan sekretariat yang bersifat
penting kepada Kepala Badan;

f. memberikan saran dan masukan kepada kepala Badan

tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang

tugasnya;

g. mengkoordinasikan, mengharmonisasikan, menghimpun

dan menyusun program kegiatan secara terpadu dari semua

unit kerja Badan;

Pasal 11

( 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Sekretariat
mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi
perumus€rn kebijakan teknis dan memberikan pelayanan

administratif dan fungsional kepada semua unsur di
lingkungan Badan, penyelenggaraan administrasi umum,
surat menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan
masyarakat, sarana dan prasarana perlengkapan, urusan
mmah tangga, protokol, peqjalanan dinas, kearsipan dan
ketatalaksanaan Badan serta penyusunan perencanaan
program dan pelaporan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
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h. melaksanakan ketatausahaan Badan sesuai dengan
ketentuan yang berla-ku;

i. mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun rencana
strategik serta kebijakan operasional di bidang pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah, yang meliputi urusan bidang
Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, dan pengelolaan

Aset Daerah;

j. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan
pejabat pengadaan dan pembentukan panitia pengadaan

barang/jasa pemerintah dilingkungan Badan, sepanjang
belum diberlakukannya kebijakan ULp;

k. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan
pembentukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan Badan;

l. mengkoordinasikan, mengkomplilasi penyusunan LAKIp
dan TAPKIN seluruh unit kerja dilingkungan Badan;

m. mengkoordinasikan laporan rekapitulasi daftar hadir
bulanan pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD
dan Bagian Organisasi Setda;

n. menghimpun dan menyampaikan bahan-bahan LKPJ

Bupati, LPPD, LKPD sesuai bidang tugasnya;
o. mengkoordinasikan Sub Bidang yang melaksanakan

urusan umum, keuangan dan kepegawaian di lingkungan
Badan;

p. mengkoordinasikan inventarisasi dan mempersiapkan
urusan Penghapusan Aset barang dilingkungan Badan;

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan sekretariat serta mencari alternatif
pemecahannya;

r. mengkoordinir penyusunan renc.tna kegiatan anggaran RKA

Badan;

s. mengkoordinir penyusunan DPA, DPA-L, DPPA Badan;

t. menyusun laporan keuangan Badan;

u. mengkoordinir penyusunan kebutuhan anggaran kas
Badan;

v. membuat RENJA berdasarkan peraturan yang berlaku
untuk pedoman pelaksanaan tugas;
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membina dan memotivasi bawahan dalam upaya
peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Badan;danpelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan program;

c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan di
bidang Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagran Perencanaan dan program mempunyai tugas
membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan di
bidang Perencanaan dan program.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu
sekretaris dalam melaksanakan urusan di bidang
Keuangan.

Bagian Ketiga
Bidang Perbendaharaan

Pasal 15

(1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Badan di bidang perbendaharaan.

(2) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

x



Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

a. membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan

menilai hasil kerja bawahan;

b. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan

RENSTRA Bidang Perbendaharaan;

c. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan

RENJA Bidang Perbendaharaan;

d. mengkoordinasikan, rencana penyusunan LAKIP dan

TAPKIN Bidang perbendaharaan kepada Kepala Badan

melalui Sekretaris;

e. memimpin, merencanakan, mengkoordanisasikan,

membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Bidang
perbendaharaan;

f. menyusun konsep sasaran tentang lalgkah-langkah yang

perlu diambil dalam urusan perbendaharaan kepada Kepala

Badan;

g. mengkonsultasikan kegiatan Bidang perbendaharaan yang

bersifat penting kepada Kepala Badan;

h. mengkoordanisasikan, melaksanakan dan mengendalikan

kegiatan penyusunan rencana dan program kerja di sub

bidang penerimaan dan kas daerah, sub bidang

pengeluaran dan belanja daerah, dan di sub bidang

verifikasi dan pembiayaan;

i. mengkoordinasikan dan menyiapkan rencana dan

rancangan peraturan daerah pembentukan dana cadangan,

pinjaman Daerah/hutang, penyertaan modal/investasi dan

pemberian pinjaman daerah;

j. menyusun konsep sasaran kegiatan dalam urusan

perbendaharaan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

keuangan daerah;

k. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian

pelaksanaan APBD;

1. mengkoordinasikan dan melaksanakan fungsinya sebagai

kuasa BUD;

- 11-
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m. mengkoordanisasikan, memfasilitasi penyusunan kebijakan
sistem pemungutan pajak daerah;

n. membuat laporan kegiatan pelaksanaan Bidang
perbendaharaan kepada Kepala Badan; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 17

(1) Bidang Perbendaharaan terdiri atas :

a. Sub Bidang penerimaan dan Kas Daerah;
b. Sub Bidang pengeluaran dan Belanja Daerah;
c. Sub Bidang Verifikasi dan pembukuan.

(2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang perbendaharaan.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Penerimaan dan Kas Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan
perbendaharaan di bidang penerimaan dan kas daerah.

(2) Sub Bidang Pengeluaran dan Belanja Daerah mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan
perbendaharaan di bidang pengeluaran dan belanja daerah.

(3) Sub Bidang Verifikasi dan pembuku€rn mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan
perbendaharaan di bidang verifikasi dan pembukuan.

Bagian Keempat
Bidang Akuntansi

(1) Bidang Akuntansi

Pasal 19

mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Badan di bidang akuntansi.
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(2) Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi daerah
maupun akuntansi SKpD;

b. pelaksanaan pengujian rekening belanja atas Sp2D yang
telah terbit apakah sudah sesuai dengan ketentuan berlaku;

c. pelaksanaan restitusi/ pengembalian pendapatan daerah;
d. pelaksanaan akuntansi dalam rangka pertanggungiawaban

pelaksanaan APBD;

e. penyusunan laporan keuangan daerah triwulan, semester
dan tahunan;

f. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan
berkala tentang laporan keuangan daerah;

g. pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran

kas daerah;

h. penelitian dokumen penerimaan dan pengeluaran kas
berdasarkan rekening koran;

i. penyiapan administrasi Tuntutan perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);

j. penyajian informasi keuangan daerah;

k. pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan
BLUD; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 2l
(1) Bidang Akuntansi.terdiri atas :

a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas;

b. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas;

c. Sub Bidang Akuntansi Pertanggungiawaban dan
Pelaksanaan APBD.



(2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh

Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi.

Pasal 22

(1) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang
Akuntansi Penerimaan Kas.

(2) Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang
Akuntansi Pengeluaran Kas.

(3) Sub Bidang Akuntansi pertanggunglawaban dan
Pelaksanaan APBD mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Akuntansi
Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan ApBD.

Bogian Kelima
Bidang Anggaran

Pasal 23
(1) Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang
anggarzrn.

(2) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

a. membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan
menilai hasil kerja bawahan;

b. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan

RENSTRA dan Program Kegiatan Bidang Anggaran;

c. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan

RENJA Bidang Anggaran;

-14-
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d. mengkoordinasikan, rencana penyusunan LAKIP dan
TAPKIN Bidang Anggaran kepada Kepala Badan;

e' memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan,
membina,mengendalikan dan mengawasi kegiatan Bidang
Anggaran;

f. mengkoordinasikan,melaksanakan dan mengendalikan
program kegiatan Bidang Anggaran;

g. mengkonsultasikan kegiatan Bidang Anggaran yang bersifat
urgen kepada Kepala Badan;

h. menyusun konsep sasaran, menyiapkan bahan rancangan
penyusunan kebijakan anggaran pemerintah Daerah;

i. mengarahkan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis dalam perencErnaan,
penyusunan dan evaluasi anggurran pada ApBD;

j. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan
APBD dan perubahan ApBD;

k. menyusun konsep rancangan APBD dan r.rncangan
perubahan ApBD;

I. menyusun dan menyiapkan konsep Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TApD);

m. membuat laporan kegiatan pelaksanaan Bidang Anggaran
kepada Kepala Badan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badal
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25
(1) Bidang Anggaran terdiri atas :

a. Sub Bidang Anggaran pendapatan dan pembiayaan;

b. Sub Bidang Anggaran Belanja l,angsung;
c. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidal< l,angsung.

(2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

(1) Sub Bidang

mempunyai

Pasal 26

Anggaran Pendapatan

tugas melaksanakan
dan Pembiayaan

penyiapan bahan
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perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi

pelaksanaan kegiatan di bidang Anggaran Pendapatan dan

Pembiayaan.

(2) Sub Bidang Anggaran Belanja l,angsung mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan

fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang

Anggaran Belanja Langsung.

(3) Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan

di bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung.

Bagian Keenam
Bidang Aset Daerah

Pasal 27

(1) Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Kepala Badan di bidang pengelolaan asset

daerah.

(2) Bidang Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27, Bidang Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang

penyelenggaraan aset daerah;

b. pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah dan

pemberian izin penggunaan aset daerah sesuai dengan

peratura-n perundangan yang berlaku;

c. penyusunan perumusan kebijakan serta petunjuk

pelaksanaan di bidang penatausahaan, inventarisasi,

pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan,

perubahan status hukum dan TP-TGR serta pengendalian

aset daerah;
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d. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan aset

daerah;

e. pemantauan pelaksanaan program dan administrasi
pengeloiaan aset daerah;

f. pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk
pelaksanaan di bidang aset daerah; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Bidang Bidang Aset Daerah terdiri atas :

a. Sub Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan pelaporan

Aset;

b. Sub Bidang Penggunaan, pemanfaatan Aset dan
Penertiban Aset;

c. Sub Bidang Penghapusan, pemindahtanganan dan
Inventarisasi Aset.

(2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Bidang Aset Daerah.

Pasal 30

(1) Sub Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan pelaporan

Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan

Penatausahaan dan Pelaporan Aset.

(2) Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan Aset dan Penertiban

Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pelaksanaan kegiatan di bidang Penggunaan, Pemanfaatan

Aset dan Penertiban Aset.

(3) Sub Bidang Penghapusan, Pemindahtanganan dal
Inventarisasi Aset mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta

evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Penghapusan,
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Pemindahtanganan dan Inventarisasi Aset.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daeah

Pasal 31

(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana
teknis Badan secara operasional di lapangan;

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(3) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat
(1), dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu terdiri atas:
a. Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A untuk mewadahi

beban ke5'a yang besar dengan jumah Beban Kerja
10.000 atau lebih jam keq'a efektif pertahun; dan

b. Unit Pelaksana Teknis Daerah keias B untuk mewadahi
beban keqia yang kecil dengan jumlah Beban Kerja
antara 5.000 sampai dengan 10.000 jam kerja efektif
pertahun .

(a) Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A sebagaimana
dimaksud ayat (3) huruf a, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(5) Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B sebagaimana

dimaksud ayat (3) huruf b, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(6) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi

serta tugas dan fungsi Unit pelaksana Teknis Daerah diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan
secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai
wakil pemerintah pusat.
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Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UpTD/ UpTB yang
terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi
dan tata kerja sebeium Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan Bupati
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan
Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bogian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilan masing-masing;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan
yang terbagi dari beberapa kelompok sesuai dengan bidang
tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang- undangan yang berlaku;

(3) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh kepala Badan;

(4) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja ;

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



-20-

BAB V
TATA KERJA

Pasal 34
(l) Da1am melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi
lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas
masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing_
masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan
Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan
melekat.

Pasal 35

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan bila teq'adi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub
Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggugiawab pada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
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Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari

bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk

menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan

pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala

Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahannya wqiib mengadakan rapat

berkala.

Pasal 41

(1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris

melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala

Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi

tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-

masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada

pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB VI
KEPANGI(ATAN, PENGANGI(ATAN, ESELOI{ISASI DAJT

PEMBERHEITTIAIT DAI,AJU .'ABATAIT

Pasal 43

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan struktural dilingkungan Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada

peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas

usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIb.

(4) Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIa.

(5 Kepala Bidang lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIb.
(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan

merupalan jabatan eselon IVa.

(7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Badan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui

Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Kabupaten

ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati

Konawe Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,

Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe

Selatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan

Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo

pada - lL - 2078

H. DANGGA

Diundangkan di Andoolo

padatanggal l9-'tZ- 2oI8
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